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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penggunaan Sistem Informasi
Pemerintah Daerah (SIPD) dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang merupakan aplikasi
yang dipersyaratkan oleh pemerintah pusat untuk digunakan dalam proses perencanaan,
penatausahaan dan pelaporan pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah. Penelitian
ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan data yang diperoleh dari
wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SIPD telah digunakan oleh
BPKAD Provinsi Riau mulai dari tahapan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan
pengelolaan keuangan daerah terutama terkait penggunaan anggaran yang telah
disahkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Terdapat
kelemahan yang masih dihadapi dalam penggunaan SIPD dan menyebabkan
terkendalanya pengelolaan keuangan daerah terutama dalam tahapan penatausahaan dan
pelaporan anggaran.

Kata Kunci: Sistem Informasi Pemerintah Daerah; Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah; hambatan
ABSTRACT

This research aims to provide an overview of the use of the Regional Government
Information System (SIPD) in regional financial management carried out by the
Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), which is an application
required by the central government for use in the planning, implementation and
reporting process of financial management in local government. This research uses a
qualitative descriptive method with data obtained from interviews. The results of this
research show that SIPD has been used by BPKAD Riau Province starting from the
planning, implementation and reporting stages of regional financial management,
especially regarding the use of budgets that have been approved in the Regional
Revenue and Expenditure Budget (APBD). There are weaknesses that are still faced in
the use of SIPD and cause problems with regional financial management, especially in
the budget implementation and reporting stages.

Keywords: Regional Government Information System,; Regional Financial and Asset
Management Agency, obstacle
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BAB I
PENDAHULUAN

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan
Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang
dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah. Selain itu, Peraturan
Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pemberantasan
Korupsi menyatakan bahwa salah satu tantangan pencegahan korupsi terkait keuangan
negara adalah belum terintegrasinya kebijakan, proses perencanaan, penganggaran, dan
realisasi belanja negara, sehingga diperlukan kebijakan, proses perencanaan,
penganggaran, dan kinerja birokrasi yang terintegrasi. Sejalan dengan ketentuan
tersebut serta ditetapkannya Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang
Satu Data Indonesia maka diperlukan adanya sebuah layanan informasi pemerintahan

daerah yang saling terhubung dan terintegrasi berbasis elektronik.

Dalam rangka mengakselerasi upaya pengintegrasian dan penyelarasan tersebut,
diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mendefinisikan SIPD
sebagai pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan
informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan
dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Penerapan SIPD ini menggantikan
aplikasi terdahulu yang sudah digunakan oleh pemerintah daerah seperti Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) yang dikelola oleh Badan Pengawas Keuangan
dan Pembangunan (BPKP) atau Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

(SIPKD) yang juga merupakan fasilitas dari Kemendagri.

Lingkup penggunaan SIPD yang diatur dalam Permendagri tersebut meliputi
informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintah
daerah lainnya. SIPD sebagaimana dibangun dan dikembangkan untuk menghasilkan
layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terhubung dan terintegrasi dengan
berbasis elekronik. Hal ini menjadikan SIPD sebagai sesuatu yang wajib digunakan agar
terciptanya integrasi dalam pengelolaan keuangan daerah teruta terkait dengan

informasi keuangan daerah. Dengan begitu luasnya wilayah administratif Indonesia
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yang terdiri dari 416 kabupaten, 98 kota dan 38 Provinsi menjadi tantangan dalam
mewujudkan integrasi tersebut. Berbagai hambatan dapat saja dialami dalam
penggunaan SIPD tersebut. Rhandu dkk (2022) menyatakan bahwa penerapan SIPD ini
berbentuk website dengan tujuan agar memudahkan dan mempercepat dalam
melaksanakan pengawasan serta evaluasi pelayanan publik, akan tetapi dalam
pelaksanaan program ini sangat rumit, seharusnya memerlukan komunikasi, kerja keras

dan kerjasama dari setiap instansi yang ada di pemerintah daerah.

Penelitian terdahulu mnggambarkan permasalahan SIPD juga terjadi di BPKAD
Kota Medan. Permasalahannya yakni adanya menu input SIPD yang perlu dilengkapi
Jaringan SIPD sering mengalami error yang menyebabkan terhambatnya penyusunan
anggaran kas, dan lainnya (Nasution & Nurwani, 2021). Menurut Wurara et al (2020)
hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya kurang efisien karena kurangnya
pemahaman pegawai dalam mengoperasikan SIPD. Hal ini sejalan dengan penelitian
oleh Ekaputra (2021), hasil penelitian dalam implementasi SIPD kurang efektif dari sisi
kualitas dokumen RKPD yang dihasilkan.

Untuk mendapatkan gambaran terkait penerapan SIPD, maka akan menggunakan
model implementasi. Menurut George Edward III (1980) implementasi merupakan
tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan
kebijakan itu sendiri. Dalam pandangan Edwards III (1980), implementasi kebijakan
dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi (communications), sumberdaya
(resources), disposisi (dispositions); dan struktur Birokrasi (bureaucratic structure).
Dalam rangka menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan dan terintegrasi
secara menyeluruh, model implementasi kebijakan tersebut dapat menjadi acuan untuk

menilai efektifitas penggunaan SIPD terutama untuk fitur informasi keuangan daerah.

Sinurat dan Panjaitan (2017), mengemukakan keuangan daerah adalah segala hak
dan kewajiban daerah yang bernilai uang, termasuk segala jenis kekayaan yang
berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah, dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Keuangan daerah harus dikelola dengan hati-hati, yang
melibatkan banyak langkah. Lebih lanjut Sinurat (2018), menjelaskan bahwa
pengelolaan keuangan daerah merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pengelolaan
Keuangan Negara. Sementara itu Moenek dan Suwanda (2019), menjelaskan
pengelolaan keuangan daerah merupakan proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan,

dan pemantauan (evaluasi) penggunaan keuangan yang merupakan aspek penting dalam
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pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam rangkaian perhitungan APBD.
Sedangkan menurut Khusaini (2018), pengelolaan keuangan daerah mencakup segala
kegiatan yang berkaitan dengan keuangan daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin memperoleh gambaran penggunaan SIPD
terutama terkait dengan perencanaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah.
Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan-
hambatan yang dialami pemerintah daerah terutama pada BPKAD sebagai leading
sector pelaporan keuangan pada Pemerintah Provins Riau. Hasil penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah maupun
pemerintah pusat untuk mengatasi hambatan penggunaan SIPD dan pengembangannya
guna menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang dapat terintegrasi secara

menyeluruh dan memberikan transparansi yang lebih baik.
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